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01. Peran PT SMI dalam PEN Daerah
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03. Assurance Framework PEN – Level Entitas PT SMI
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PEN - Pemda
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Program PEN untuk Pemerintah Daerah

• Dari total pagu anggaran PEN (Rp 695,2T),
dialokasikan untuk dukungan kepada Pemerintah
Daerah sebesar Rp 27T

• Dari total alokasi untuk Pemerintah Daerah, alokasi
untuk Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 10T

Alokasi Dana TA 2020 Pengaturan Pinjaman PEN Daerah

• Dasar hukum Pinjaman PEN daerah adalah PP 43/2020
(Perubahan PP 23/2020) yang pelaksanaannya diatur
dalam PMK 105/2020 direvisi dengan PMK 179/2020

PP 43/2020 pasal 15(2) & pasal 158

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK 105/2020 

• Salah satu Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan
Program PEN adalah investasi langsung dalam bentuk
Pinjaman PEN Daerah

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman PEN Daerah diatur
dengan PMK

• Ruang lingkup pinjaman (sumber
dana, bentuk, jangka waktu dan
persyaratan

• Perencanaan & Penganggaran
• Perjanjian Pengelolaan Pinjaman
• Pengusulan dan Penilaian
• Perjanjian Pinjaman
• Pembayaran Pinjaman

• Subsidi Bunga Pinjaman
Daerah dalam rangka
mendukung Program
PEN

• Pemantauan, evaluasi
dan Pelaporan
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Mengapa Perlu PEN Daerah

Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong belanja oleh Pemda tetap berlangsung (Gov. Expenditure) saat
masa pandemik

Kegiatan

yang 
mendukung

program 
Pemulihan

Ekonomi
Nasional

Penciptaan

dan 
penyerapan

lapangan
kerja di 

daerah

Pengadaan

bahan baku
dari dalam

negeri/lokal
daerah

Manfaat

sosial dan 
ekonomi

bagi
masyarakat

umum yang 
bersangkuta

n

Ultimate 

Goals

Output

Indikator

Instrumen Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Daerah
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Skema Pengajuan Pinjaman PEN Daerah
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Progress Pinjaman Daerah PEN

• Total sebanyak 60 Pemda menyatakan
berminat mengajukan proposal Pinjaman
PEN Daerah, dengan total nilai Rp 15,7T.

• 19 Pemda sudah menandatangani
perjanjian pinjaman PEN dengan PT SMI,
dengan total nilai Rp 9,9T.

• Dalam sisa waktu tahun anggaran 2020 ini,
PT SMI fokus untuk pelaksanaan pencairan
pinjaman kepada Pemda yang sudah
menandatangani perjanjian pinjaman

Update per posisi November 2020:

Perkembangan Pinjaman Pemda PEN

• Fokus pada
penyaluran pencairan
pinjaman PEN kepada
Pemda untuk tahun
anggaran 2020, yang 
sudah signing senilai
Rp 9,9T

11. Prov Sulbar
12. Kab Sampang
13. Kab Pamekasan
14. Prov Sulsel
15. Kab Sinjai
16. Kot Banda Aceh
17. Kab Tulang B Barat
18. Kab Batu Bara
19. Prov Gorontalo

1. Prov Banten
2. Prov DKI
3. Kab Ponorogo
4. Prov Jabar
5. Kab Probolinggo
6. Kab Gianyar
7. Prov Sulut
8. Kab P Morotai
9. Prov Sumsel
10. Kab Tapanuli Utara

(Jumlah Pemda)

(Rp Miliar)
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IP PEN - BUMN
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Pertimbangan Investasi Pemerintah PEN

Pengaruh atau dampak terhadap hajat 

hidup masyarakat

Eksposur terhadap sistem keuangan

Peran calon Penerima Investasi

Kepemilikan pemerintah, dalam hal BUMN sebagai calon Penerima Investasi

Total aset yang dimiliki calon Penerima Investasi

Investasi Pemerintah PEN dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain:



Aspek Urgensi

Aspek Ekonomi

Aspek Keuangan

Aspek Risiko

Aspek Pengembalian

Aspek Hukum

Aspek Fiskal
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Kriteria Pelaksana Investasi & Aspek Penilaian Investasi

1. Kapasitas keuangan dan
kompetensi BUMN atau LPEI;

2. Tingkat pemahaman atas
karakteristik bisnis calon
Penerima Investasi;

3. Bidang usaha BUMN atau
LPEI; dan

4. Tidak memiliki benturan
kepentingan baik secara
langsung maupun tidak
langsung dalam pelaksanaan
Investasi Pemerintah PEN.

1

3

2

4

5

6

7

Kriteria Pelaksana
Investasi

Aspek yang dinilai dari
usulan dukungan calon

penerima inevestasi

Dukungan dan 

Kompetensi

Dukungan
Kemenkeu

Kompetensi
Internal SMI 
sebagai SMV

Tenaga Profesional
Penunjang/ 

Konsultan Bidang
Keuangan & Bidang

Hukum

Dukungan Lembaga
Penelitian

/Akademisi

Kompetensi eksternal yang diadakan melalui
mekanisme pengadaan sesuai ketentuan dan 
peraturan perundangan yang berlaku
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PT SMI Sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah PEN-BUMN

Permohonan

Pengajuan Usulan

Penetapan Investasi Pemerintah

Oversight Comittee

Penugasan

Penilaian

Perjanjian
Pelaksanaan

Investasi
(Kemenkeu & 

PT SMI)

Perjanjian
(PT SMI qq Menteri Keuangan dan BUMN)

1

2

3

4

5

7

6

8
CALON PENERIMA

INVESTASI
PELAKSANA INVESTASI

KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN
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Assurance Framework –

Level Entitas PT SMI



Assurance Framework - Level Entitas PT SMI
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Dewan Komisaris Komite Audit

Overseeing

1st Line

•DPPU
•Taskforce IP 
PEN

Combined assurance

•Risk Mgt
•Project Mgt
•Compliance
•Legal

2nd Line

Auditor
Eksternal

BPK, BPKP, 
Itjen, 

OJK,KAP

DAI

3rd Line

Direksi

Th
ree

lin
es

o
f d

efen
se

(TLO
D

)

Providing assurance

Combined assurance
PT SMI menggunakan
model combined 
assurance untuk 
memastikan mandat
yang diterima dapat
dijalankan dengan baik. 
Dalam model ini, ketiga
lini menjalankan
assurance, saling
berkomunikasi dan 
berkolaborasi, sehingga
dapat saling cek dan 
recheck meminimalkan
gaps dan overlaps.
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Special attentionDelayedNot started On track

No progress Completed

Assurance oleh 1st Line



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)  |  16

Risk 
Event 
Reporting

RER

Risk and 
Control 
Self-
Assessm
ent

RCSA

General operating 
control enviroment 
questionnaire

GOCEQ

Action Plan

Assurance oleh 2nd Line
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Jenis Kegiatan yang dibiayai

Kegiatan yang sedang dilaksanakan
tetapi terhenti pendanaannya

Kegiatan yang telah dianggarkan tetapi
belum dilaksanakan menunggu

kepastian pendanaan

Tahap
Perencanaan

• Review RAB oleh 
Inspektorat
Daerah agar 
sesuai dengan
standar biaya
daerah yang 
berlaku

Tahap
Pelaksanaan

•Review oleh 
Inspektorat
Daerah setiap
pencairan

•Pengawasan oleh 
Itjen Kemenkeu, 
BPKP, Kejagung, 
dan KPK

Tahap
Pertanggungjawab
an

•Review oleh 
Inspektorat pada 
Laporan
Pelaksanaan
Pinjaman PEN 
Daerah

•Pengawasan oleh 
konsultan pengawas
PT SMI untuk
memverifikasi output 
dan manfaat yang 
dihasilkan

Assurance oleh 3rd Line
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Keterangan: Total risk coverege Partial risk coverege Limited or no risk coverege

Risk area outside function's mandate

Assurance Map

Independent

3rd Line

D
PI
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Kategori Risiko Aktivitas Utama 3rd Line

Risiko kredit Pemenuhan Dokumen 

Kewajiban

Risiko kredit Penagihan kepada 

Debitur

Risiko kredit Pencairan Pinjaman 

Risiko kredit Penempata dana 

Investasi

Risiko kredit Pengamanan agunan 

fixed asset 

Pembiayaan.

Risiko kredit Pengamanan agunan 

non fixed asset 

Pembiayaan.

Risiko kredit Pengelolaan tagihan

Risiko kredit Membuat konsep 

perjanjian terkait 

pembiayaan dan 

investasi

Risiko kredit Perolehan Penugasan 

Proyek (Mandatory)

Management

1st Line

Functional 

Oversight

2nd Line

1st Line 2nd Line
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